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This study reported that the Regulation of the State Minister 
for Women's Empowerment and Child Protection Number 11 
of 2011 concerning Child-Friendly City Development has 
been executed through the equipment of public facilities for 
children in the Lhokseumawe city, Aceh Province. However, 
this program has not effectively been implemented and well-
designed. Numerous obstacles are found such as a lack of 
friendly public spaces supported for children and no 
restrictions on smoking in public places. Therefore, the 
improvement and evaluation for the Child-Friendly City 
Development are needed in the city. This study suggests that 
the local government should immediately issue a policy on 
providing free certificates for children and building friendly 
public spaces. Another effort is to encourage society to 
actively participated in the program through campaigning 
the Child-Friendly City Development program. The authors 
also suggested that if the city is planned to be expanded into 
a friendly city for children, the local government must fulfill 
supported public facilities such as schools, libraries, 
playgrounds, and so on. All facilities must also meet the 
safety and comfort for children, and be safe from child abuse 
(e.g., violence, discrimination, racism, sexual abuse, and 
excessive exposure to children's data). 
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PENDAHULUAN 
Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan program “Kota Layak Anak” di 
seluruh nusantara. Pertimbangannya bahwa Anak merupakan aset yang sangat penting sebagai 
generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia 
yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional (Handayani, Sulastri, Mariha, & Nurhaeni, 
2017). Dengan demikian perlu mendapat perlindungan dan perhatian sungguh-sungguh dari 
semua elemen masyarakat. Lahirnya kebijakan Kota Layak Anak (KLA), diharapkan dapat 
menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang 
peduli anak dan desa layak anak dan Kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasarat 
untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya 
dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya (Soetjiningsih, 2018).  
Secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang dalam kehidupan yang 
merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu 
penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya 
kebijakan pemerintah mengenai kabupaten dan kota layak anak yang mengintegrasikan 
sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak (Roza & Arliman, 2018). Mewujudkan 
kabupaten/kota layak anak, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya 
pengintegrasian isu-isu perlindungan anak kedalam dokumen perencanaan pembangunan. Untuk 
mempercepat terwujudnya Kabupaten/ Kota Layak Anak di seluruh Indonesia termasuk Kota 
Lhokseumawe, maka Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mengeluarkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak. 
Kota Layak Anak yang diprogramkan merupakan sebuah kota yang merencanakan, 
menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak 
dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik (Soetjiningsih, 2018). Kriteria 
anak adalah semua warg negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. 
Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan 
kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. 
Hal ini dilengkapi juga dengan adanya lembaga yang menjalankan peraturan tersebut, serta 
sebuah lembaga independen untuk mengawasi jalannya peraturan. 
Implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe 
harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam 
pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang 
memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut 
harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseuawe. 
Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain 
sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah 
memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, 
diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak 
(Agustin, Saripah, & Gustiana, 2018). Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada 
saat ini Kota Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, 
pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, bisa 
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menjadi langkah awal program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. 
Menurut pengamatan yang penulis lakukan bahwa Kota Lhokseumawe telah tersedia 
tempat bermain anak-anak sudah tersedia seperti taman riyadhah, lapangan hiraq, waterboom 
taman mangat seria. Selain itu juga telah dibangun tempat wisata seperti waduk Jeulikat, waduk 
pusong, buket guha Jepang, Pulau Seumadu, Pulau Ujong Blang, Pantai Rancong dan Air Terjun 
Blang Kolam dan sebagainya. Namun belum ada kebijakan pemerintah Kota tentang Kota Layak 
Anak, paling tidak harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya 
kemudahan dalam pembuatan “Akta Kelahiran” secara gratis, adanya fasilitas informasi serta 
ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang 
publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah. 
Pemberian akte kelahiran gratis bagi anak yang diperkirakan di Kota Lhokseumawe mencapai 
51.484.306 jiwa (Sumbe: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lhokseumawe, 2017). 
Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan 
penelitian tentang “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak”, dengan 
mengambil lokasi penelitian pada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam hal ini Dinas 
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Lhokseumawe. 
 
RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian 
ini adalah: 
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak di Lhokseumawe? 
2. Apakah Hambatan dan Upaya Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan 
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Lhokeumawe? 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Teori Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementatiom”, berasal dari kata 
kerja “to implement”. Menurut Webster’s Dictionary bahwa kata to implement berasal dari bahasa 
Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implore” yang artinya mengisi 
penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Apabila pengertian 
implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan 
publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik 
yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan 
kebijakan (Klaster, Wilderom, & Muntslag, 2017). 
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Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian, pelaksanaan 
suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk 
mencapai tujuan kebijakan. Jika dikaji atau dikaitkan dengan manajemen, maka implementasi 
merupakan salah unsur majamen yaitu “actuating” bersama dengn unsur lain planning, organizing 
dan controlling (Asmendri, Marsidin, Rusdinal, & Mukhaiyar, 2018). 
 
Implementasi Kebijakan Publik Menurut Ahli 
Kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau 
pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana 
(alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Klaster et al., 2017). 
Pendapat lain disampaikan oleh Khan dan Khandaker (2016) bahwa implementasi 
kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan 
ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. 
Implementasi kebijakan mengandung logika menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang 
masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit. Sedangkan formulasi kebijakan 
mengandung logika botton up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik 
atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan 
alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. 
Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan 
setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan 
dan evaluasi kebijakan. Implementasi (penerapan) suatu kebijakan tidak akan terlepas dari isu dan 
pro-kontra. Walaupun dianggap telah meliputi aspek situasi dan kondisi yang umum di 
masyarakat. Dengan demikian maka implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 
penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu 
proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. 
Menurut Ansell, Sørensen, dan Torfing (2017), implementasi merupakan proses dalam 
mentransformasikan suatu perencanaan kedalam praktek. Implementasi sebagai rangkuman dari 
berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia dengan menggunakan sumber daya 
lain untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi sering dilihat sebagai suatu 
proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan sedapat mungkin 
mempengaruhinya dengan memiliki kemampuan aparatur dalam melaksanakan. Sesuai dengan 
pemikiran tersebut di atas, maka implementasi pada hakikatnya upaya pemahaman apa yang 
seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya 
melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga 
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. 
Pendapat lain disampaikan Vedung (2017) bahwa implementasi bermakna proses 
pelaksanaan keputusan. Proses tersebut terdiri dari tahapan pengesahan peraturan, pelaksanaan 
keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, 
dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana 
yang diharapkan instansi pelaksanaan dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan 
perundangan. Dengan demikian maka implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar 
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suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. 
 
Usman (2018) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan 
langkah yang harus ditempuh, yaitu: 
1.  Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui 
formulasi kebijakan atau 
2. Turunan dari kebijakan publik tersebut. 
 
Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis 
kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut dengan 
peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, 
Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Bupati/Walikota dan Kepala Dinas. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka Vedung (2017) menyatakan bahwa tujuan kebijakan pada 
prinsipnya adalah melakukan intervensi. Oleh karena itu implementasi kebijakan sebenarnya 
adalah tindakan aktivitas itu sendiri. Implementasi kebijakan menempuh langkah- langkah antara 
lain identifikasi masalah yang harus diintervensi, menegaskan tujuan  yang hendak diintervensi, 
dan merancang struktur proses implementasi. 
 
Aspek Implementasi Kebijakan. 
Menurut Heidbreder (2017) bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat 
aspek yaitu siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakikat dari proses administrasi, 
kepatuhan kepada kebijakan dan efek dan dampak dari implementasi kebijakan. Di sisi lain, 
Keresteš (2016) menyatakan bahwa makna implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan 
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran 
yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses 
implementasinya. 
Menurut Grindle (2017), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang 
dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah 
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal antara lain: 
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan, 
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan 
3. Adanya hasil kegiatan 
 
Sementara Signé (2017) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap 
pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi 
masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah 
yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan 
sekalipun kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan 
tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. 
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Mencermati pendapat di atas, maka imlementasi merupakan sebuah tahap yang paling 
krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar 
supaya mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
disetiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan penting 
dilakukan analisa. 
 
Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan 
terlebih dahulu yang dilakukan formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi 
kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai 
implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis 
dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. 
Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. 
Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan 
serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh 
pendapat Heidbreder (2017) bahwa implementasi kebijakan dikenal dua pendekatan yaitu 
“Pendekatan top down yang serupa dengan pendekatan command and control dan pendekatan 
bottom up yang serupa dengan pendekatan the market approach. Pendekatan top down atau command 
and control dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan- 
keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top down bertolak dari perspektif bahwa 
keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 
dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah (street level 
bureaucrat)”. 
Bertolak belakang dengan pendekatan top down, pendekatan bottom up lebih menyoroti 
implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang 
diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti 
secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan 
selalu melibatkan masyarakat secara partisipastif. Berdasakan penjelasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang 
dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan 
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top- down, 
maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro 




Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan (penelitian) 
kualitatif, yang bersifat deskriptif, yang menurut Flick (2018) bahwa pendekatan kualitatif 
merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi 
tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. 
 
 
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY - VOL. 05 NO. 02 (2019) 79-98 
85  
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini diselenggarakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe. Pertimbangan dipilih 
lokasi penelitian tersebut karena sejak diberlakukan kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kota Layak Anak belum 
diimplementasikan secara maksimal, karena masih terlihat belum ada fasilitas hak- hak anak serta 
masih ada terlihat anak-anak yang mengemis dan terlantar. 
 
Informan Penelitian 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yaitu diambil dari 
unsur pemerintahah Kota Lhokseumawe, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Informan yang diambil adalah yang dianggap 
mampu mewakili populasi dengan mempettimbangkan dasar kemampuan yang mewakilinya. 
Informan ditentukan berdasarkan secara purposif yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh 
informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya dan kompetensinya. 
Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini adalah: 
1. Asisten I Sekretariat Kota Lhokseumawe (1 orang). 
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1 orang). 
3. Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan (6 orang). 
4. Tokoh Anak (1 orang). 
5. LBH APIK (1 orang), 
 
Adapun nama, jabatan serta alamat informan dapat dilihat pada lampiran II. 
Teknik Pengumpulan Data. 
Adapun teknik pengumpulan data ditempuh melalui: 
1. Observasi 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung atau dengan pengamatan 
langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada 
pertolongan alat standar lain. Bentuk observasi yang digunakan adalah dan non 
partisipatif. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah tanya jawab untuk mendapatkan dan menggali informasi/ data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi 
di mana peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang 
diwawancarai. Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah indeep 
interview (wawancara mendalam) dimana pelaksana wawancara (peneliti) sudah 
menyiapkan pedoman wawancara tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar 
seabagaimana tercantum dalam lampiran I 
3. Dokumentasi/Perpustakaan 
Dokumentasi merupakan kajian kepustakaan yaitu memperoleh informasi/ data sekunder 
melalui buku-buku, mempelajari literatur, referensi, dan peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota 
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Layak Anak dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
 
Teknik Analisis Data 
Analisa data yang digunakan dalam memecahkan masalah yang timbul dari penelitian 
sejak awal sampai selesainya pengumpulan data. Adapun analisis data yang menurut Miles, 
Huberman, dan Saldaña (2018) dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu: 
1. Data Koleksi. 
Melakukan koleksi data yaitu mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan. 
Mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti 
mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. 
2. Reduksi Data. 
Melakukan reduksi data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan 
kemudian dipisahkan menurut kepentingan (pokok) difokuskan untuk dipilih yang 
terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 
Setelah data dipilah kemudian disederhanakan dan data yang tidak diperlukan dosortir agar 
memudahkan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara. 
3. Penyajian Data 
Melakukan penyajian data agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat 
gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data 
tersebut kemudian dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori 
yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk 
kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. 
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. 
Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses 
penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan 
data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. 
 
Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan kegiatan antara lain penyusunan proposal peneltian, 
persiapan penelitian, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data di lapangan, tabulasi 
data, analisa data, penyusunan proposal penelitian dan seminar proposal penelitian. Jadwal 
penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran III. 
 
HASIL PENELITIAN 
Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana” disingkat PP & PA, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, yang dibentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentaang perangkat daerah maka terjadi perubahan dalam 
tatanan organisasi perangkat daerah. Sebelumnya masih merupakan badan “Badan Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera”. Namun sekarang dari badan meningkat 
menjadi dinas yaitu “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pegendalian 
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Penduduk dan Keluarga Berencana” disingkat PP & PA, merupakan salah satu Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan pemerintah daerah untuk Kesejahteraan Ibu dan Perlindungan Anak, 
Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender serta Keluarga Sejahtera. Sebagai 
organisasi/lembaga pemerintah daerah maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan Visi “Terwujudnya Kualitas 
Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sejahtera yang bermartabat dan 
mandiri”. 
Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe 
mengembankan beberapa Misi, yaitu : 
 
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang; 
2. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan Gender dalam rangka mewujudkan keluaga 
bahagia dan sejahtera yang bernilai Dinul Islam; 
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA serta keterpaduan peran mitra 
kerja dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan; 
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak serta keluarga sejahtera; 
5. Mengupayakan kemajuan dan keadilan ekonomi bagi kaum perempuan; 
6. Meningkatkan peran serta keluarga dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan keluarga sejahtera. 
 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan 
Keluarga Berencana (Dinas PP,PA dan KB) merupakan unsur pelaksana pemerintah kota dalam 
bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sberencana yang mempunyai 
tugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Kualitas 
Hidup Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas 
Pemberdayaan Perenpuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang 
mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota 
di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Guna menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan maka Dinas PP, 
PA dan KB perlu menentukan isu-isu strategis yang menjadi tugas pokoknya dan bagaimana 
menjabarkan visi, misi dan sistem nilai yang berlaku didalam lembaga ini serta strategi apa yang 
dipergunakan untuk memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan perencanaan yang telah 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PP, PA dan KS menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera; 
b. Pelaksanaan kebijakan umum dan penyelenggaraan kegiatan dalam Bidang 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera; 
c. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di Bidang 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera; 
d. Penyusunan dan pelakasanaan Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 
dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan 
perlindungan anak; 
e. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan diberbagai bidang Kehidupan dan 
Pembangunan di Bidang Hukum, Ekonomi, Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya Serta 
Lingkungan; 
f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera; 
g. Pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan Program Keluarga dan Kesehatan 
Reproduksi; 
h. Pengkoordinasian kegiatan pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan yang 
meliputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender, Kesejehateraan Ibu 
dan Perlindungan Anak dan Bidang Keluarga Sejahtera; 
i. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
j. Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan Fungsinya. 
 
Dalam struktur baru Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana, mmeiliki salah bidang perlidnungan anak (III/b) dengan 
rumusan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta 
merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang perlindungan anak, dengan 
uraian tugas sebagai berikut: 
1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan program kerja Bidang 
Perlindungan Anak; 
2. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan di segala bidang; 
3. Menyiapkan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan 
kebijakan umum di bidang pembinaan dan motivasi anak serta dalam bidang perlindungan 
ibu dan anak; 
4. Melakukan identifikasi, analisa, evaluasi, dan merumuskan upaya pemenuhan hak-hak 
anak dalam penyusunan konsep kebijakan daerah bidang motivasi dan tumbuh kembang 
anak serta dalam bidang perlindungan anak; 
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi/LSM dalam upaya 
memberikan pembinaan motivasi dan tumbuh kembang anak serta perlindungan anak; 
6. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian implementasi kebijakan di bidang 
pembinaan motivasi dan tumbuh kembang anak serta dalam bidang perlindungan anak; 
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7. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data dan informasi dalam 
bidang pembinaan motivasi dan tumbuh kembang anak serta dalam bidang perlindungan 
anak; 
8. Melaksanakan penyebarluasan informasi dan edukasi perlindungan anak; 
9. Melaksanakan partisipasi peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan anak; 
10. Melaksanakan pencegahan tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak 
dan perlakuan salah lainnya; 
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
Dalam menjalankan tugasnya, maka Dinas PP & PA dan KB Kota Lhokseuawe didukung 
oleh 41 aparatur sipil negara dan memiliki jabatan struktural sebanyak 24 dan 5 jabatan 
fungsional. 
 
Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kotaa Layak Anak 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perampuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 
Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak perlu diimplementa sikan secara efektif 
dalam ranmgka memenuhi hak dan kebutuhan anak yang layak hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. Sehubungan dengan itumaka penulis telah mewawancarai Sekretaris Kota 
Lhokseumawe Bukhari A.Ks, M.M menyatakan bahwa: 
 
Lhokseumawe diprogramkan sebagai Kota Layak Anak yang merupakan sebuah kota yang merencanakan, 
menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan 
kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua warg negara sejak 
ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Oleh karena itu maka Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota 
Layak Anak perlu dimplementasi secara efektif. Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe 
harus memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk 
tumbuh dan berkembang (Wawancara, Mei 2017). 
 
Pendapat yang sama disampaikan Mulyanto Ketua Bappeda Kota Lhokseumawe ketka 
diwawancarai menyatakan bahwa: 
 
Peraturan Menetri negara Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 
Tentang pengembangan Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif. Karena implikasinya 
menyangkut masalah anak sebagai generasi mendatang. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa 
secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang dalam kehidupan yang merugikan 
perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu penyebab dari 
munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah 
mengenai kabupaten dan kota layak anak yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk 
memenuhi hak anak. Implikasi dari Peraturan Menetri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungaan 
Anak, menghendaki agar Pemerintah Kota Lhokseumawe membangun berbagai fasilitas kebutuhan anak, 
baik untuk bermain maupun untuk berekreasi (Wawancara, Mei 2017). 
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Pendapat lain disampaikan Dra. Mariana Affan, M.M Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindudngan Anak Kota Lhokseumawe ketka diwawancarai menyatakan 
bahwa: 
 
Mewujudkan Kota layak Lhokseumawe dikembangkan menjadi kota layak anak , maka pemerintah kota 
perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak kedalam dokumen perencanaan 
pembangunan. Penting diperhatikan adalah membangun fasilitas untuk kebutuhann anak baik untik 
bermain maupun untuk berkreasi dan memberikan kemudahan membuat aakte kelahiran anak secara gratis. 
Untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe, maka Peraturan Kementerian 
Pembedayaan Perempuan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif (Wawancara, Mei 2017). 
 
Dra. Hardiana selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindudngan 
Anak Kota Lhokseumawe ketka diwawancarai menyatakan bahwa: 
 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 20111 Tentang 
pengembangan Kota Layak Anak, perlu diimplementasikan secara maksimal, karena Kota Lhokseumawe 
akan dikembangkan menjadi Kota yang layak anak dengan memenuhi fasilitas publik tersebut dapat berupa 
sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada 
kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas 
dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri 
anak. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat 
memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan 
perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program untuk menuju 
pemenuhan kriteria Kota Layak Anak (Wawancara, Mei 2017). 
 
Jamaluddin Ismail, S.Sos Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindudngan Anak Kota Lhokseumawe ketka diwawancarai menyatakan 
bahwa: 
 
Implikasi program Kota Lhokseumawe sebagai Kota Layak Anak dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe 
harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan 
akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi 
anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak 
serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseuawe (Wawancara, Mei 2017). 
Mirdha Ihsan, S.STP Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Anak  pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindudngan Anak Kota Lhokseumawe ketka diwawancarai 
menyatakan bahwa: 
 
Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah melaksanakan Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 20111 Tentang pengembangan Kota Layak Anak. Karena di 
Kota Lhokseumawe telah tersedia tempat bermain anak-anak seperti taman riyadhah, lapangan hiraq, 
waterboom taman mangat seria. Selain itu juga telah dibangun tempat wisata seperti waduk Jeulikat, 
waduk pusong, buket guha Jepang, Pulau Seumadu, Pulau Ujong Blang, Pantai Rancong dan Air Terjun 
Blang Kolam dan sebagainya. Namun belum ada kebijakan pemerintah Kota tentang Kota Layak Anak, 
paling tidak harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam 
pembuatan “Akta Kelahiran” secara gratis, adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang 
memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah 
diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah (Wawancara, Mei 2017). 
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Syaukani, S.Sos Kepala Seksi Hak dan Kesejahteraan Anak pada pada Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai 
menyatakan bahwa: 
 
Sejak program Kota Layak Anak dicanangkan, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah berkomitmen 
untuk mewujudkan secara maksimal. Oleh karena Kota sudah memiliki fasilitas anak, baik untuk bermain, 
berkreasi Namun belum ada kebijakan untuk memberikan akte kelahiran gratis dan memiliki forum anak 
dan aktivitas  dalam forum tersebut dan hak anak masih banyak di intervensi oleh orang dewasa. Jika 
melihat persyaratan Kota Layak Anak, wajar, jika saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat yakin 
dapat memenuhi kriteria tersebut. Program  Kartu  Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, 
dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah pemerintah untuk 
menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak (Wawancara, Mei 2017). 
 
Dari hasil wawancara dengan informan maka diketahui bahwa Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 20111 Tentang 
pengembangan Kota Layak Anak, perlu diimplementasikan secara maksimal. Oleh karena Kota 
Lhokseumawe akan dikembangkan menjadi Kota yang layak anak dengan memenuhi fasilitas 
publik berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang 
disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan 
seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta 
ekspos berlebihan terhadap data diri anak. 
Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota  Lhokseumawe 
dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu  Sehat,  pengurusan akta kelahiran 
gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah 
program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. 
Lhokseumawe diprogramkan sebagai Kota Layak Anak yang merupakan sebuah kota yang 
merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan 
berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria 
anak adalah semua warg negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Oleh 
karena itu maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak perlu dimplementasi secara 
efektif. Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan 
kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang 
terutama dalam pemberian akte kelahiran secara gratis. 
Peraturan Menetri negara Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 
Tahun 2011 Tentang pengembangan Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif. 
Karena implikasinya menyangkut masalah anak sebagai generasi mendatang. Hal tersebut 
dilandasi dengan pemikiran bahwa secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi 
gelombang dalam kehidupan yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah 
belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kota layak anak yang mengintegrasikan 
sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Implikasi dari Peraturan Menetri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungaan Anak, menghendaki agar Pemerintah Kota 
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Lhokseumawe membangun berbagai fasilitas kebutuhan anak, baik untuk bermain maupun untuk 
berekreasi. 
Mewujudkan Kota Lhokseumawe dikembangkan menjadi kota layak anak, maka 
pemerintah kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak 
kedalam dokumen perencanaan pembangunan. Penting diperhatikan adalah membangun fasilitas 
untuk kebutuhan anak baik untik bermain maupun untuk berkreasi dan memberikan kemudahan 
membuat akte kelahiran bagi anak. Untuk mempercepat terwujudnya Kota Layak Anak di Kota 
Lhokseumawe, maka Peraturan Kementerian Pembedayaan Perempuan Peraturan Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak harus 
diimplementasikan secara efektif. 
Sejak program Kota Layak Anak dicanangkan, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah 
berkomitmen untuk mewujudkan secara maksimal. Oleh karena Kota sudah memiliki fasilitas 
anak, baik untuk bermain, berkreasi Namun belum ada kebijakan untuk memberikan akte 
kelahiran gratis dan memiliki forum anak dan aktivitas dalam forum tersebut dan hak anak masih 
banyak di intervensi oleh orang dewasa. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, wajar, jika 
saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat yakin dapat memenuhi kriteria tersebut. Program 
Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem 
Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah pemerintah untuk menuju pemenuhan 
kriteria Kota Layak Anak. 
Kota Layak Anak yang diprogramkan merupakan sebuah kota yang merencanakan, 
menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak 
dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua 
warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Implikasi dari program 
tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah 
yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. 
Implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe 
harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam 
pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang 
memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut 
harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. 
Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain 
sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah 
memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, 
diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. Jika 
melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat 
memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta  kelahiran gratis, 
dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program 
untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. 
Menurut pengamatan yang penulis lakukan bahwa Kota Lhokseumawe telah tersedia 
tempat bermain anak-anak sudah tersedia seperti taman riyadhah, lapangan hiraq, waterboom 
taman mangat seria. Selain itu juga telah dibangun tempat wisata seperti waduk Jeulikat, waduk 
pusong, buket guha Jepang, Pulau Seumadu, Pulau Ujong Blang, Pantai Rancong dan Air Terjun 
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Blang Kolam dan sebagainya. Namun belum ada kebijakan pemerintah Kota tentang Kota Layak 
Anak, paling tidak harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya 
kemudahan dalam pembuatan “Akta Kelahiran” secara gratis, adanya fasilitas informasi serta 
ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang 
publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah. 
 
Hambatan dan Upaya Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kotaa Layak Anak 
 
Berkaitan Implementasi Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentangt Pengembangan Kota Layak Anak, telah 
penulis wawancarai Mukhsin, S.E.,S.Pd.,M.M selaku Kepala Seksi perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe 
menyatakan bahwa: 
Implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe harus dapat 
memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan akta lahir. Hal 
yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk 
beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta 
disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun menjadi hambatan bahwa Kota 
Lhokseumawe belum memiliki kebijakan tentang imlementasi Peraturan Menteri Negara Nomor 11 Tahun 
2011, seperti forum kreasi anak dan menghapus sistim rayonisasi sekolah (Wawancaraa, Mei 2017). 
 
Mulyawan,S.E, Kepala Seksi Hak Sipil dan Partisipasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa: 
 
Fasilitas publik untuk kebutuhan anak dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain 
sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi 
keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan 
pencabulan. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat 
memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan 
perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program untuk menuju 
pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. Namun menjadi hambatan adalah selain kebijakan tersebut belum 
ada, juga rendahnya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak (Wawancara, Mei 
2017). 
 
Putri Ainiwaty Tokoh anak ketika diwawancarai menyatakan bahwa: 
 
Pemerintah telah berniat baik sekaligus memberikan perhatian yang sungguh- sungguh terhadap masalah 
perlindungan anak. Hal ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2017, tentang pengembangan kota layak anak. Kebijakan 
tersebut agar dilaksanakan secara efektif di Kota Lhokseuawe dengan menyediakan berbagai kebutuhan gai 
anak untuk dapat hidup dan berkembang secara baik. Namun nyang menjadi hambatan bahwa kurangnay 
partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kota layak anak (Wawancara, Mei 2017). 
 
Marliana dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masalah anak ketika diwawancarai 
menyatakan bahwa: 
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Mewujudkan Kota Lhokseumawe menjadi Kota lauak Anak, diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah 
Kota Lhokseuawe. Karena tanpa ada kebijakan pendukung maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2017, tentang pengembangan kota layak anak sulit 
diimplementasikan. Menjadi hambatan adalah kebijakan tersebut belum ada sama sekeli. Dengan adanya 
kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumaawe maka Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak tersebut dapat diwujudkan secara maksimal (Wawancara, Mei 2017). 
 
Dari hasil wawancara dengan informan di atas, maka diketahui bahwa Implikasi program 
Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe harus dapat memenuhi hak 
dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan akta lahir. Hal  
yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak 
untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk 
anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. 
 
Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain 
sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah 
memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, 
diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. Jika 
melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota Lhokseumawe dapat 
memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta  kelahiran gratis, 
dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah program 
untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. 
 
PEMBAHASAN 
Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kotaa Layak Anak 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta pendapat informan yang menyatakan 
bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 
20111 Tentang pengembangan Kota Layak Anak perlu diimplementasikan secara maksimal. Oleh 
karena Kota Lhokseumawe akan dikembangkan menjadi Kota yang layak anak dengan memenuhi 
fasilitas publik berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua 
fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan 
kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan 
pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak. 
Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota  Lhokseumawe 
dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran 
gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah 
program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. Lhokseumawe diprogramkan 
sebagai Kota Layak Anak yang merupakan sebuah kota yang merencanakan, menetapkan serta 
menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban 
anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. 
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Kriteria anak adalah semua warg negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 
18 tahun. Oleh karena itu maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak perlu 
dimplementasi secara efektif. Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus 
memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk 
tumbuh dan berkembang terutama dalam pemberian akte kelahiaran secara gratis. 
Peraturan Menetri negara Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 
Tahun 2011 Tentang pengembangan Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif. 
Karena implikasinya menyangkut masalah anak sebagai generasi mendatang. Hal tersebut 
dilandasi dengan pemikiran bahwa secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi 
gelombang dalam kehidupan yang merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung 
maupun tidak langsung (Soetjiningsih, 2018). 
Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah 
belum adanya kebijakan pemerintah mengenai kota layak anak yang mengintegrasikan 
sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Implikasi dari Peraturan Menetri 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungaan Anak, menghendaki agar Pemerintah Kota 
Lhokseumawe membangun berbagai fasilitas kebutuhan anak, baik untuk bermain maupun untuk 
berekreasi. 
Mewujudkan Kota Lhokseumawe dikembangkan menjadi kota layak anak, maka 
pemerintah kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak 
kedalam perencanaan pembangunan. Penting diperhatikan adalah membangun fasilitas untuk 
kebutuhann anak baik untuk bermain maupun untuk berkreasi dan memberikan kemudahan 
membuat akte kelahiran anak bagi anak yang belum mendapat (Putro, 2016). Untuk mempercepat 
terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Lhokseumawe, maka Peraturan Kementerian 
Pembedayaan Perempuan Peraturan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan 
Kabupaten/Kota Layak Anak harus diimplementasikan secara efektif. 
Sejak program Kota Layak Anak dicanangkan, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe 
sudah berkomitmen untuk mewujudkan secara maksimal. Oleh karena Kota sudah memiliki 
fasilitas anak, baik untuk bermain, berkreasi Namun belum ada kebijakan untuk memberikan akte 
kelahiran gratis dan memiliki forum anak dan aktivitas dalam forum tersebut dan hak anak masih 
banyak di intervensi oleh orang dewasa. Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, wajar, jika 
saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat yakin dapat memenuhi kriteria tersebut. Program 
Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem 
Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai beberapa langkah pemerintah untuk menuju pemenuhan 
kriteria Kota Layak Anak. 
Kota Layak Anak yang diprogramkan merupakan sebuah kota yang merencanakan, 
menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak 
dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua 
warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun (Sudarsana, 2018). 
Implikasi dari program tersebut, maka Kota Lhokseumawe harus memiliki peraturan dan 
kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. 
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Implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka Kota Lhokseumawe 
harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam 
pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang 
memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut 
harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. 
Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain 
sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah 
memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, 
diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak 
(Handayani et al., 2017). Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota 
Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan 
akta  kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai 
beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. 
Kota Lhokseumawe telah tersedia tempat bermain anak-anak seperti taman riyadhah, 
lapangan hiraq, waterboom taman mangat seria. Selain itu juga telah dibangun tempat wisata 
seperti waduk Jeulikat, waduk pusong, buket guha Jepang, Pulau Seumadu, Pulau Ujong Blang, 
Pantai Rancong dan Air Terjun Blang Kolam dan sebagainya. Namun belum ada kebijakan 
pemerintah Kota tentang Kota Layak Anak, paling tidak harus dapat memenuhi hak dasar anak 
sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pembuatan “Akta Kelahiran” secara gratis, 
adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, 
tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta 
disediakan gratis oleh pemerintah. 
 
Hambatan dan Upaya Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberda yaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kotaa Layak Anak 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab II serta pendapat informan maka 
diketahui implikasi program Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka  Kota Lhokseumawe 
harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam 
pembuatan akta lahir. Hal yang kedua adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang 
memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang (Besari, 2018). Ruang publik 
tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah Kota 
Lhokseumawe. 
Fasilitas publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain 
sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah 
memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, 
diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak 
(Agustin et al., 2018). Jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini Kota 
Lhokseumawe dapat memenuhi kriteria tersebut. Program Kartu Pintar, Kartu Sehat, pengurusan 
akta  kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, diklaim sebagai 
beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan kriteria Kota Layak Anak. 
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Namun yang menjadi hambatan adalah, belum ada kebijakan Pemerintah Kota 
Lhokseumawe tentang implemantasi pemberian akte kelahiran secara gratis, belum adanya 
fasilitas publik ruang publik bagi anak dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap 
perlindungan anak. 
 
1. Belum ada Kebijakan. 
Hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak. 
Kebijakan tersebut perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, seperti 
pemberian akte kelahiran secara gratis, pemberian karyu sehat dan kartu pintar. 
2. Belum ada Ruang Publik. 
Hambatan lain dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak 
adalah penyediaan ruang publik bagi anak, seperti perpustakaan, raung rekreasi untuk 
dapat dimanfaatkan oleh anak melakukan berbagai bentuk kreasi seni dan budaya. 
3. Rendah Partisipasi Masyarakat. 
Hambatan lain dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang pengembangan Kota Layak Anak 
adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak, sehingga sejumlah 
anak dalam Kota Lhokseumawe masih berkeliaran untuk mencari kebutuhan hidup sendiri. 
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